BAB IV
KESIMPULAN

Kebijakan yang diambil pada masa Susilo Bambang Yudhoyono Jusuf Kalla adalah
sbijakan yang tidak pro rakyat, bertolak belakang dengan janji pada masa kampanyenya.
ebijkan yang telah diambil dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu adanya elite politik yang
arsifat komprador, tekanan dari World Bank dan IMF, intervensi MNC dalam deregulasi
adang-undang. Para elite politik yang berada dibalik pengambilan kebijakan tersebut banyak

iemiliki latar belakang pendidikan dan organisasi yang cenderung berpihak terhadap

epentingan Jembaga keuangan dunia dan multi nasional corporation. Padahal dalam setiap
ebijakan yang diambil nasib rakyat Indonesia dipertaruhkan. Dapat dicermati dalam
emjualan beberapa BUMN yang berprospek baik, ternyata para elite tersebut lebih memilih

nenjualnya kepada pihak asing. Beberapa peraturan yang dibuat juga memberikan ruang

erhadap perusahaan-perusahaan besar untuk dapat menguasai dan mengekploitasi sumber
laya alam Indonesia, semisal hasil tambang dan pemanfaatan hasil hutan. Rakyat sekitar
|flaerah tambang dan perkebunan milik perusahaan besar tersebut selalu dirugikan, dalam hal
serusakan alam, pembuangan limbah, perebutan lahan dan masih banyak hal yang lain.
>adahal menurut kostitusi apa yang terkandung didalam tanah Indonesia digunakan sebesar-
yesarnya untuk  kepentingan dan kesejahteraan rakyat banyak bukan untuk
nenyengsarakanyan. Sri Mulyani Boediono dan Aburizal Bakrie adalah beberapa elite politik
sang memiliki perang kepentingan dalam menjalankan jabatannya di pemerintahan.

{etiganya memiliki latar belakang pendidikan dan organisasi yang pro barat.

John Perkins dalam bukunya yang berjudul Confessions of An Economic

{itman mengatakan bahwa rekayasa ekonomi tengah dilakukan para negara adikuasa untuk

V‘\A1ﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂ1’ﬁﬂ tnatnes iy ﬂ'ﬂl‘\ﬂ] L ikl d nrn_nbnn‘\n'ne; n‘\nr‘nl T—Iﬂ1 ;T'I; f““ﬂl’“]{nn dpnnﬂﬁ Fal ol ]



lengecoh pemerintahan dengan utang yang banyak. Mereka menyalurkan dana dari Bank
unia, Asian Development Bank (ADB), dan organisasi bantuan lainnya menjadi dana
orporasi raksasa. Dana-dana pinjaman yang begitu besar jumlahnya itu dikucurkan oleh
egara kreditor dengan tujuan untuk mencengkeram negara bersangkutan. Akhimnya, negara
snerima utang itu menjadi target yang lunak ketika negara kreditor membutuhkan apa yang
ikehendakinya, seperti akses yang mudah untuk mengeksplorasi sumber daya alam yang
imiliki negara penerima utang dan perubahan undang-undang penanaman modal asing. Jadi,
<enario ini berbicara mengenai kebijakan yang mempromosikan kepentingan korporatokrasi

sebuah bentuk koalisi bisnis dan politik antara pemerintah, perbankan, dan korporasi).

{onsep korporatokrasi ini yang membuat pemerintah dalam banyak hal bekerja di bawah

ckanan, tunduk kepada, dan sekaligus melayani kepentingan yang lebih besar.

Hal lain yang terlihat jelas adalah mengenai permodalan keuangan dan perbankan
7ang ternyata lebih banyak dikuasai oleh investor asing dibandingkan dengan investor lokal.
Selain itu, dana masyarakat di sektor riil yang berjumlah kurang lebih Rp 210 triliun tidak
oergerak karena hanya diletakkan pada sebuah Sertifikat Bank Indonesia. Ratusan tr:iliun
rupiah dana utang telah diupayakan untuk mengembalikan perekonomian dan perbankan

nasional, namun tidak ada perkembangan signifikan, justru aset dan pendapatan milik negara

(lebih tepatnya milik rakyat) tidak dimanfaatkan dengan baik. Untuk tahun 2006 cicilan dan
ibunga utang sudah lebih dari 30 persen dari besaran APBN atau lebih besar daripada
anggaran untuk pendidikan, kesehatan, dan pertanahan. Wajar kalau ternyata hal tersebut
!membuat jumlah orang miskin lebih dari 110 juta orang. Hasil ini memperlihatkan secara

mutlak, betapa lemahnya posisi pemerintah saat ini. Sebagian besar roda perekonomian yang

berjalan bukan atas kontrol pemerintah, tetapi kontrol dari para pemilik saham yang besar,
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Banyaknya kasus yang terjadi pada bangsa ini menyisaratkan ketidakpedulian dan
:gagalan pemerintah dan sistem birokrasi. Kalkulasi bisnis dan statistik menjadi tujuan
ama bagi para elit kekuasaan dan korporat. Keputusan-keputusan yang dibuat pemerintah
'lalu banyak mempertimbangkan kepentingan korporat sehingga banyak aspek kehidupan
g mulai terlepas dari proses penyelesaian masalah bangsa ini. Rakyat Indonesia tengah
enuju suatu era korporatokrasi, dimana kesejahteraan karyawan dan masyarakat lebih
wngkin dikerjakan korporasi dibandingkan negara. Terliaht jelas, pemerintah memang
ckerja di dalam tekanan pihak-pihak luar yang memainkan berbagai peran kepentingan.
emerintah sepertinya tidak terusik sama sekali dengan hal ini, padahal, satu per satu tanpa
1ta sadari, aset rakyat di bumi pertiwi ini mulai lepas. Perusahaan-perusahaan yang bertaraf
asional dan menjadi kebanggaan bangsa Indonesia mulai lepas dari tangan kita. Bahkan

eberapa perusahaan milik Negara yang prospektif dilepaskan kepada pihak asing. Atas nama

rlobalisasi, kita menerimanya sebagai hal yang wajar. Kasus lumpur Lapindo memberikan
ldita pelajaran, bahwa langkah pemerintah untuk bertindak kurang tegas seolah memberi
"uang tersendiri bagi rekayasa jual-beli antar perusahaan, tidak lain untuk menunjukkan
!Jerusahaan (korporasi) memiliki kekuatan yang kuat dibanding pemerintah. Kecenderungan
corporasi akan memperlemah kemampuan pihak luar, dalam membatasi atau mengontrol
<egiatannya, seharusnya kita sadari. Agen-agen korporat melalui lobi-lobi tingkat tinggi,
dengan memanfaatkan jaringan media pembentuk opini publik, akan memengaruhi berbagai
oeraturan, agar hasilnya tetap berpihak pada kepentingan mereka. lklim politik dan birokrasi
sublik yang diwarnai mobilitas vertikal yang mahal, pasar-pasar lobi menjadi menjamur.
Dalam kondisi demikian, pengusaha merupakan sumber dana politik yang andal, dan tukar
menukar konsesi menjadi hal yang lazim. Seandainya kita tidak berusaha menyikapi hal

‘ersebut secara bijaksana, maka tinggallah waktu yang akan memberikan keputusan pada

e LN R e i Te Vi evan aiar it ermatidtar: arr Ranarnsayarinbas: naman I’IHRH hﬂnm:a



_ SR JYL PR IR . T, [SUSRREL VO O VU SR TR . RUEC Lol o (- D, I, B . oL M
1 Gada ini. pramain nal ifl, pCinyataan Sadl olitaani ini ainniai

Meiiycsan

Alitily Famra.mmiraan vuan

aalalrn nanaamat ean‘nr MATIC cahanai I o

Bid llv
polesan karena pada kenyataannya rakyat nmum tidak mcrasakan keherhasilan yang diklaim
itu. Menurut dia, pemerintah SBY terlalu banyak memiiiki noda hitam yang tidak difihat atau

diakui dengan kiuim keberhiasiiannya.
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art 2008 Selama

tahum nelakeanasn Rencana Pembangiman Iangka Menengah (RPIM), nemerintahan Susilo

Bambang Yudhoyono & Jusuf Kalla (SBY-JK) terbukti gagal dalam menanggulang
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kemiskinan. Indikasi tersebut didasarkan pada tingkai capaian farget penangguiangan
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menyatakan bahwa selama § tahun, pemerintahan SRY-JK akan menurunkan jumlah

penduduk miskin dari dari 16.66 persen (36,10 juta iiwa) di tahun 2004 menjadi 8.9 versen
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pada taium 2009. Hanya saja, hingga rahun ketiga RPIM, jumiah penduduk miskin masih
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benjundan 16,68 peisen at 7 juta jiwa. Padalial menurut RPJM jumlah penduduk
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tahun 2004 jumlah penduduk miskin tidak menurun, melainkan semakin bertambah, baik
secara reiative maupun absolut. Secara umum, kegagalan ini disebabkan karena pemerintahan

air TY

SBY-JK iidak mciniliki kebeipiliakaii daii keicgasai sikap dalain jiciiliak Kauiti iniskiit.

-

S

IM telah menegaskan bahwa masalah kemickinan adalah masalah pemenuhan hek dasar
warga ncgara. Namun, alih-alih memperhesar helanja sosial bagi pemenuban hak-hak

toreohit nemerintahan SKRY-1K macih herintat nada nendekatan stabiiisasi makro.



